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Sebanyak 8.509 aset milik Pemerintah Daerah se-Kalsel yang belum terdata. Data itu 

diutarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari catatan KPK itu, aset pemerintah 

terdiri dari hak pakai sebanyak 6.497, hak milik 668, hak guna bangunan (HGB) 19, area 

penggunaan lain (APL) 470, belum penetapan 331, dan belum terdata 8.509. 

"Asetnya berupa macam-macam, ada lahan ada bangunan juga. Kalau aset 

kepemilikannya sudah jelas tentu bisa dipakai untuk usaha, tentu lebih produktif bisa 

meningkatkan pendapatan daerah, " kata Penasihat KPK, Budi Santoso di sela Penandatangam 

Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Pertanahan antara Kantor Wilayah Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) Kalsel dengan Pemprov Kalsel di Gedung Idham Chalid, Selasa (30/7/2019). 

Pihaknya dari KPK terus mendorong agar status aset lebih jelas. Karena itu Perjanjian 

kerjasama antara BPN dan pemda ini salah satu upaya memperjelas kepemilihan aset tanah. 

Inspektur Jenderal Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), 

Sunraizal, mengatakan Pemprov Kalsel melalui BPN harus gesit menjaga aset-aset milik 

pemerintah daerah. Pasalnya, dia menilai masih banyak aset yang belum aman karena tidak 

memiliki sertifikat tanah. 

Menurut dia, BPN mesti mengamankan dulu tanah aset negara agar tidak dikuasai orang 

atau swasta. “Alasannya, hal itu akan menimbulkan ketidakpastian dan berimplikasi pada 

laporan keuangan daerah," kata Sunraizal. 

Sunraizal mengatakan ada tiga langkah strategis yang bisa dilakukan BPN di daerah 

untuk menyelamatkan aset, seperti penertiban aset-aset pemerintah dengan menerbitkan 
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sertifikat dan mengembangkan zona nilai tanah sesuai dengan pengenaan Nilai Jual Objek 

Pajak (NJOP)1. 

Selain itu, kata dia, pengoptimalan pendapatan daerah dalam Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB)2 harus dilakukan. Sunraizal tak ingin masalah aset di Kalsel 

terjadi seperti di daerah lain. 

Ia mencontohkan di daerah Jawa banyak banyak ditemukan surat tanah palsu. Hal ini 

terdeteksi dari bukti-bukti penyetoran BPHTB yang palsu. Sunraizal berharap Gubernur Kalsel 

serta para kepala daerah di Kalsel bisa mengawal ketat proses pensertifikatan seluruh tanah 

milik masyarakat. 

 

Sumber Berita: 

banjarmasin.tribunnews.com, 8.509 Aset Pemerintah Daerah di Kalsel Belum Terdata, ini 

Kata Penasihat KPK, Budi Santoso 

(https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/07/31/8509-aset-pemerintah-daerah-di-

kalsel-belum-terdata-ini-kata-penasihat-kpk-budi-santoso), Rabu, 31 Juli 2019. 

Kumparan.com, Di Kalsel, Irjen ATR/BPN Sebut Banyak Aset Daerah Belum Aman 

(https://kumparan.com/banjarhits/di-kalsel-irjen-atr-bpn-sebut-banyak-aset-daerah-

belum-aman-1rZP0Hk1YB9), Selasa, 31 Juli 2019. 

Catatan Berita: 

 Aset Daerah 

1. Pengertian Aset/Barang Milik Daerah 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa:  

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang 

sah. Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi: 

a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejnis; 

b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; 

c. Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

atau 

d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan 

hukum tetap.  

(PP Nomor 27 Tahun 2014, Pasal 2) 

https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/07/31/8509-aset-pemerintah-daerah-di-kalsel-belum-terdata-ini-kata-penasihat-kpk-budi-santoso
https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/07/31/8509-aset-pemerintah-daerah-di-kalsel-belum-terdata-ini-kata-penasihat-kpk-budi-santoso
https://kumparan.com/banjarhits/di-kalsel-irjen-atr-bpn-sebut-banyak-aset-daerah-belum-aman-1rZP0Hk1YB9
https://kumparan.com/banjarhits/di-kalsel-irjen-atr-bpn-sebut-banyak-aset-daerah-belum-aman-1rZP0Hk1YB9
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 Pengelolaan BMN/D dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, 

transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi: 

a. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran; 

b. pengadaan; 

c. Penggunaan; 

d. Pemanfaatan; 

e. pengamanan dan pemeliharaan; 

f. Penilaian; 

g. Pemindahtanganan; 

h. Pemusnahan; 

i. Penghapusan; 

j. Penatausahaan; dan 

k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian. (Pasal 3)  

Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik 

Daerah, yang berwenang dan bertanggung jawab: 

a. menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah; 

b. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik 

Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;  

c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;  

d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;  

e. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan 

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;  

f. menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik 

Daerah sesuai batas kewenangannya;  

g. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau 

bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan  

h. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama 

Penyediaan Infrastruktur. (Pasal 5 ayat (1) dan (2)) 

Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah, yang berwenang dan 

bertanggung jawab: 

a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah; 

b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik 

Daerah; 

c. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang 

memerlukan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota;  
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d. mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan 

Barang Milik Daerah;  

e. mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui 

oleh Gubernur/ Bupati/Walikota atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;  

f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah; dan  

g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah. 

(Pasal 5 ayat (3) dan (4)) 

Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Barang Milik Daerah, yang 

berwenang dan bertanggung jawab: 

a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi 

satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;  

b. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah yang 

diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan 

lainnya yang sah;  

c. melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam 

penguasaannya;  

d. menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk 

kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang 

dipimpinnya;  

e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam 

penguasaannya;  

f. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa 

tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dan 

Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;  

g. menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak 

digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja 

perangkat daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain, 

kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang;  

h. mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;  

i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan Barang 

Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; dan  

j. menyusun dan menyampaikan laporan barang  pengguna semesteran dan laporan 

barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola 

Barang. (Pasal 8 ayat (1) dan (2)) 
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2. Penatausahaan BMD 

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan 

pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan. (Pasal 1 angka 24) 

Tertibnya Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah dapat sekaligus mewujudkan 

pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang tertib, efektif, dan optimal. 

Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada 

kebijakan umum Penatausahan Barang Milik Negara/Daerah yang ditetapkan oleh 

Menteri Keuangan. 

Hasil Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah digunakan dalam rangka 

penyusunan neraca Pemerintah Pusat/Daerah, Perencanaan Kebutuhan, pengadaan dan 

pemeliharaan Barang Milik Negara/Daerah yang secara langsung akan menjadi bahan 

dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga/ satuan kerja 

perangkat daerah dan perencanaan Barang Milik Negara/Daerah. 

Pelaporan Barang Milik Negara/Daerah disusun menurut perkiraan neraca yang terdiri 

dari aset lancar, aset tetap dan aset lainnya. Aset lancar berupa persediaan, aset tetap 

berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, 

aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset lainnya terdiri dari aset tak 

berwujud, aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tetap yang dihentikan dari 

penggunaan operasional pemerintahan. 

(Penjelasan PP Nomor 27 Tahun 2014) 

 Optimalisasi pemanfaatan aset daerah merupakan optimalisasi terhadap penggunaan aset 

disamping meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat juga menghasilkan pendapatan 

(return) dalam bentuk uang. Pemanfaatan aset dalam struktur pendapatan daerah termasuk 

dalam rincian objek hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak 

dipisahkan, Jenis lain-lain PAD yang Sah dan Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD).  

 Hak Milik adalah hak turun-temurun , terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas 

tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 , 

bahwa “semua hak tanah mempunyai fungsi sosial”. 

 Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang 

dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan 

kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang 

memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian 

sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan 

dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan No. 5 Tahun 1960. Hak Pakai diberikan selama 

jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang 

tertentu. Hak Pakai dapat diberikan dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau 

pemberian jasa berupa apapun. 
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 Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan 

atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. 

12 

 
1 Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah taksiran harga rumah dan bangunan yang dihitung berdasarkan luas dan 
zona rumah serta bangunannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, NJOP digunakan sebagai dasar dari penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang wajib 
disetor setiap tahunnya. 
2 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau 
bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang 
mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. 


